Menimbang

Mengingat

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR %97 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PILKADA
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu
dibentuk DESK PILKADA Kabupaten untuk mensukseskan
pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Desk Pilkada Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota



Menetapkan
KESATU

KEDUA

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6968);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005

Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

S. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran.Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Desk Pilkada Tahun 2024 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini.

Desk Pilkada sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
memilki tugas sebagai berikut :

a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada;

b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada;

c. memberikan saran dalam penyelesaian masalah terkait
pelaksanaan Pilkada; dan

d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai
pelaksaaan Pilkada.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran
2024.

Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan
dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan
tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan
dan/atau Penunjukan terhitung mulai jabatan yang
bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal & Moyembar 2024

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,

RAHMANG

Tembusan ini disampaikan kepada yth :
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Parit Malintang; dan

3. Sdr. yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 493}

/KEP/BPP/2024

TANGGAL Y AONEMBER 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PILKADA TAHUN 2024

No Jabatan dalam Kedinasan Kedudukan dalam Tim

1. | Bupati Pengarah

2. | Wakil Bupati Wakil Pengarah

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Ketua

4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Wakil Ketua
Sekretariat Daerah

5. | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris

6. | Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Anggota
Politik

7. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Anggota
Kebakaran

8. | Kepala Dinas Perhubungan Anggota

9. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggota

10. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota

11. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Anggota
Sekretariat Daerah

12. | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Anggota

13. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Anggota

14. | Kasi Kewaspadaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Anggota
Politik

15. | Kepala Bagian Operasional Polres Padang Pariaman Anggota

16. | Kepala Bagian Operasional Polres Kota Pariaman Anggota

17. | Kepala Seksi Intelegen Kejaksaan Negeri Pariaman Anggota

18 | Camat Se-Kabupaten Padang Pariaman Anggota

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,

RAHMANG




